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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan, efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan serta mengetahui strategi 

terbaik yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kuantitatif dengan mengambil sampel laporan keuangan kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-

2013. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data 

Sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaa DPPKAD 

kecuali pada tahun 2013. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik 

berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas pajak mineral 

bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di 

tahun 2013 sangat efektif. Untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan, strategi yang harus dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gresik adalah sosialisasi Perda 

kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pajak dan 

wajib pajak, penetapan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan meningkatkan 

pembangunan. 

 

Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

A. PENDAHULUAN 

Seiring dengan adanya perubahan sistem negara dari orde baru menuju era reformasi, pola 

pemerintahan di Indonesia juga mengalami perubahan. Hubungan pola pemerintahan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan yang awalnya sentralisasi menjadi 

desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

 Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya 

adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dimana 

pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. 

Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan 

kemandirian daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk 

membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. 

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dalam rangka 

pembiayaan pembangunan yang mandiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan 

secara maksimal potensi yang ada pada pajak daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemerintah 

daerah harus mengetahui kondisi dan potensi daerahnya dalam pemenuhan pembiayaan 

pembangunan di daerah. Harapannya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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meningkat dan daerah tidak selamanya menggantungkan keuangannya pada subsidi dari 

pemerintah pusat (Wardini, 2008). 

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur 

dimana memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber 

penerimaan daerah, misalnya dari sektor perindustrian yang ada. Pemerintah Kabupaten Gresik 

melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya secara 

aktif dan berkesinambungan terus menggali potensi yang sudah ada agar dapat memenuhi 

kesejahteraan masyarakat dan juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. 

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan atau yang dulu disebut pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola dan 

perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini  dikarenakan 

semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan 

sebagai bahan industri, pembangunan perindustrian dan pembangunan pemukiman di kawasan 

Kabupaten Gresik.  

Berkaitan dengan potensi bahan mineral bukan logam dan batuan, yang dimaksud dengan 

potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk 

menghasilkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dengan mengetahui potensi riil 

pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik, diharapkan mampu mengoptimalkan  

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat meningkatkan kontribusi 

terhadap pendapatan daerah. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan 

program-program peningkatan pendapatan asli daerah. Bahan mineral bukan logam dan batuan 

memiliki potensi yang cukup baik yang dapat diandalkan apabila digali dan dikelola secara 

optimal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Di bawah ini disajikan tabel target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan 

Kabupaten Gresik Tahun 2009-2013. 

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2009-2013 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gresik 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa  proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-

rata lebih besar dari 100% pada tahun 2009-2013 kecuali pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini 

berarti bahwa realisasi yang diterima lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. Besarnya target terhadap realisasi selalu lebih kecil sehingga selisihnya cukup signifikan. 

Ini bisa terjadi karena penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun 

sebelumnya sehingga target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya 

didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi 

yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak mineral bukan logam 

dan batuan sangat besar, yang belum digali secara optimal. 

 Meskipun secara target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke 

tahum dapat tercapai, tetapi dalam penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan belum 

berdasarkan potensi yang ada, sehingga dalam penetapan target pajak tersebut dimungkinkan 

terjadinya kehilangan potensi pajak. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah 

daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan cara menghitung potensi 

pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Selain itu, agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk meningkatkan 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Gresik, perlu 

dirumuskan strategi yang memang sesuai dalam pemungutan pajak. Analisis SWOT  adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi/perusahaan. 

No. Tahun 

Target Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

Realisasi Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

1 2009 400.000.000,00 400.427.766,80 100,11 

2 2010 400.000.000,00 311.411.545,00 77,85 

3 2011 400.000.000,00 227.272.599,45 56,82 

4 2012 300.000.000,00 418.812.631,50 139,60 

5 2013 750.000.000,00 4.436.640.015,00 591,55 



Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threats) (Rangkuti, 2001:19). 

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana potensi 

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Gresik, Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan di Kabupaten Gresik, Bagaimana strategi terbaik yang harus dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

Sumber Penerimaan Daerah 

Sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

terdiri atas :  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.  

2. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk 

mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas: Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus dan Dana 

bagi hasil. 

3. Pinjaman Daerah 

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah 

uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani 

kewajiban untuk membayar kembali. Menurut Mardiasmo (2002:144) pinjaman daerah bersumber 

dari : 

a. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga komersial atau 

melalui penerbitan obligasi. 

b. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui 

pemerintah pusat. 

4. Lain-lain Penerimaan daerah yang sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah 

Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber 

pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi. 

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

 

Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli, Rochmad Sumitro 

merumuskan pajak daerah sebagai pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti 

Provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Siagian mendefinisikan pajak daerah 

sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan 

undang-undang (Kaho, 2003:144). 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-



Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Sesuai dengan Undang-undang diatas, pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam 

yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Daerah, terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini diubah menjadi 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan wajib 

pajak adalah: 

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan 

batuan.  

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan 

batuan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 pasal 49, Objek 

pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam 

dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu 

permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; 

leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; 

phospat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; 

zeolit; basal; dan trakkit. 

 Ada beberapa pengecualian dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah: 

a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan 

secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas. 

b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 

pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. 

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011, dasar 

pengenaan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan. 

2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 

atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 

3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah. 

4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, 

digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang 

pertambangan mineral bukan logam dan batuan.  

Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). 

 



Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

   Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau 

diperoleh di tangan. Iktama (2012) menuliskan rumus untuk perhitungan potensi pajak mineral 

bukan logam dan batuan sebagai berikut: 

Pt = 
n
∑I=1 VI x Hrg x Tr 

Dimana 

Pt  : Potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan 
n
∑I=1 : Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n mineral bukan logam dan 

batuan 

VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m
3
/tahun. 

Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m
3
 

Tr : Besarnya tarif pajak  

 

Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang 

terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas menurut Halim (2002:129) menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan adalah sebagai berikut : 

 

 Efektivitas potensi adalah angka indeks atau rasio antara realisasi pajak mineral bukan 

logam dan batuan dengan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan. Perhitungan efektivitas 

potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan 

pajak. Adapun cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut 

(Munir, dkk., 2004:150) : 

 

 Menurut Munir, dkk. (2004:151), kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas 

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Tingkatan 

efektivitas dikategorikan sebagai berikut : 

a. Sangat efektif yaitu > 100% 

b. Efektif antara 90 – 100% 

c. Cukup efektif antara 80 – 90% 

d. Kurang efektif antara 60 – 80% 

e. Tidak efektif bila < 60%. 

 

Analisis Situasi: SWOT  

  Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan 

dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT 

membandingkan antara faktor eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats) dengan 

faktor internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weakness) (Rangkuti, 2004:18). Posisi suatu 

organisasi dapat dilihat dengan diagram Analisis SWOT pada gambar 1. 

 

 

 

 

 



Gambar 1: Diagram Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rangkuti (2001:19). 

Dari diagram Analisis SWOT tersebut di atas dapat dijelaskan posisi masing-masing kuadran. 

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang 

harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth 

oriented strategy). 

Kuadran 2:  Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari 

segi internal. Strategi  yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi. 

Kuadran 3: Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia 

menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini 

adalah meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4: Posisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

C. METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Mardalis 

(2008:26) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku. Sedangkan analisis kuantitatif adalah metode 

analisis yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa 

yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2013:37). Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah 

metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 
Adapun data-data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas 

dua jenis yaitu : Data Primer dan Data Sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang 

dikumpulkan adalah hasil wawancara dengan pihak DPPKAD Kabupaten Gresik terkait realisasi 

penerimaan pajak dari target yang ditetapkan serta wawancara lain yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dinas-dinas atau instansi 

pemerintah terkait, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Data Target dan Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten 

Gresik tahun 2009-2013, dan Peraturan Daerah, bersumber dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik. 

b. Data tonase produksi/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 

2009-2013, bersumber dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik. 

 

Kekuatan (S) 

Peluang (O) 

Hambatan (T) 

Kelemahan(W) 

Kuadran 1 

Kuadran 2 

Kuadran 3 

Kuadran 4 



Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 

kuantitatif. Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

2. Pengukuran Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

3. Menentukan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT. 

 

D. PEMBAHASAN 

 

Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya 

dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam 

menentukan target secara rasional.  

Dalam melakukan perhitungan besaran potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, 

diperlukan data jenis objek pajak mineral bukan logam dan batuan, kapasitas/tonase/volume 

eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan, harga pasar masing-masing bahan mineral 

bukan logam dan batuan, dan tarif pajak masing-masing bahan mineral bukan logam dan batuan 

yang diambil dari tahun 2009-2013.  

Tabel 2: Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan Tahun 

2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik, data diolah. 

Tahun 
Jenis Bahan 

Galian 

Volume/Tonase 

Produksi (m
3
) 

per Tahun 

Harga Standar 

(Rp/ m
3
) 

Potensi Pajak 

(Rp) 

2009 Paras 1.956.000 2.100 1.026.900.000 

 Pedel 1.404.000 2.100 737.100.000 

 Tanah Liat 666.000 3.675 611.887.500 

 Onix 360 13.125 1.181.250 

 Phospat 25.200 9.450 59.535.000 

Jumlah 2.436.603.750 

2010 Paras 432.000 2.100 226.800.000 

 Pedel 2.304.000 2.100 1.209.600.000 

 Dolomite 360.000 2.625 236.250.000 

 Phospat 21.600 9.450 51.030.000 

Jumlah 1.723.680.000 

2011 Pedel 420.000 2.100 220.500.000 

 Batu Kapur 192.000 2.625 126.000.000 

 Phospat 21.600 9.450 51.030.000 

Jumlah 397.530.000 

2012 Pedel 782.940 2.100 411.043.500 

 Batu Kapur 348.000 2.625 228.375.000 

 Dolomite 500.000 2.625 
328.125.000 

 

Jumlah 967.543.500 

2013  

(1 Jan-9 

Okt) 

Pedel 606.774,78 2.100 318.556.759,5 

 Batu Kapur 269.698,14 2.625 176.989.404,38 

 Dolomite 387.497,52 2.625 254.295.247,5 

10  Okt-

Des 
Pedel 176.160,42 7.275 320.391.764 

 Batu Kapur 78.299,46 120.000 2.348.983.800 

 Dolomite 112.499,28 20.000 562.496.400 

Jumlah 3.981.713.375,38 



Tabel  diatas merupakan hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan total sebesar Rp. 

9.507.070.625,38. Perhitungan potensi penerimaan pajak pada tabel diatas dengan asumsi bahwa 

seluruh wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terutang. Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik dalam 

menetapkan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan atas pencapaian 

target atau realisasi tahun sebelumnya, bukan berdasarkan kondisi potensi riil yang ada di 

lapangan. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan 

hampir selalu mencapai target yang telah ditetapkan, karena target yang ditetapkan belum 

mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya.  

Berikut merupakan perbedaan antara target, realisasi dan potensi pajak mineral bukan 

logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 2009-2013. 

Tabel 3: Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Kabupaten Gresik Tahun 2009-2013 

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Potensi 

(Rp) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

400.000.000,00 

400.000.000,00 

400.000.000,00 

300.000.000,00 

750.000.000,00 

400.427.766,80 

311.411.545,00 

227.272.599,45 

418.812.631,50 

4.436.640.015,00 

2.436.603.750,00 

1.723.680.000,00 

397.530.000,00 

967.543.500,00 

3.981.713.375,38 

Jumlah 2.250.000.000,00 5.794.564.557,75 9.507.070.625,38 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, data diolah. 

Analisis yang dapat diperoleh dari data perbandingan target, realisasi dan potensi 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di atas adalah bahwa jumlah potensi 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan lebih besar dari target yang ditetapkan, dengan 

target sebesar Rp.2.250.000.000,00 dan potensi sebesar Rp.9.507.070.625,38.  Hal ini 

menyebabkan terdapat selisih sebesar Rp. 7.257.070.625,38 antara target penerimaan yang 

ditetapkan oleh DPPKAD Kabupaten Gresik dengan potensi penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target penerimaan yang ditetapkan 

oleh DPPKAD terlalu kecil sehingga penetapan target perlu dikaji ulang.  

Tabel diatas juga menunjukkan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak kecuali pada tahun 2013. Meskipun 

di tahun 2013 terdapat perubahan harga standar bahan mineral bukan logam dan batuan, tetapi hal 

ini tidak berpengaruh terhadap kenaikan potensi dikarenakan data volume/tonase eksploitasi yang 

didapat dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik adalah data wajib pajak 

yang sudah melakukan perijinan sampai tahap eksploitasi. Sedangakan sesuai dengan keputusan 

bupati bahwa di tahun 2013, seseoran atau badan yang melakukan perijinan penambangan tetap 

dikenakan pajak meskipun masih dalam tahap ijin WIUP. Hal ini dikarenakan selama ini banyak 

penambang yang sudah melakukan kegiatan eksploitasi padahal mereka belum mempunyai ijin 

untuk melakukan kegiatan tersebut.  

Gambar 2: Perbandingan Target, Potensi, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

tahun 2009-2013. 

 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, Data diolah. 

 

 



Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

  Efektivitas menurut Mardiasmo (2002:132), yaitu hubungan antara output dengan tujuan 

atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan ukuran suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Tabel 4: Efektivitas Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Tahun 2009-2013 

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Prosentase 

Efektivitas 

(%) 

Keterangan 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

400.000.000,00 

400.000.000,00 

400.000.000,00 

300.000.000,00 

750.000.000,00 

400.427.766,80 

311.411.545,00 

227.272.599,45 

418.812.631,50 

4.436.640.015,00 

100,11 

77,85 

56,82 

139,60 

591,55 

Sangat efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

Sangat efektif 

Sangat efektif 

Jumlah 2.250.000.000,00 5.794.564.557,75 257,53 Sangat efektif 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, data diolah 

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan yang diperoleh tingkat efektivitas pemungutan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik Tahun 2009-2013 dengan 

menggunakan metode perhitungan penetapan target menunjukkan rata-rata sebesar 257,53% 

pertahunnya yang termasuk kategori sangat efektif sesuai dengan standarisasi yang  ditetapkan 

oleh Departemen Dalam Negeri, karena berada dalam posisi lebih dari 100 persen.  Selama 

periode pengamatan efektivitas berfluktuasi dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2013 sebesar 

591,55% dan pencapaian terendah tahun 2011 sebesar 56,82%. Jika diperhatikan, target dan 

realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan berfluktuatif. Ini berarti 

secara umum tingkat efektivitas pemungutannya baik, akan tetapi efektivitas ini perlu 

dipertanyakan kembali jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan masih dibawah potensi yang sebenarnya. 

Tabel 5: Efektivitas Berdasarkan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Tahun 2009-2013 

Tahun 
Potensi 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Prosentase 

Efektivitas 

(%) 

Keterangan 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2.436.603.750,00 

1.723.680.000,00 

397.530.000,00 

967.543.500,00 

3.981.713.375,38 

400.427.766,80 

311.411.545,00 

227.272.599,45 

418.812.631,50 

4.436.640.015,00 

16,43 

18,07 

57,17 

43,29 

111,43 

Tidak efektif 

Tidak efektif 

Tidak efektif 

Tidak efektif 

Sangat efektif 

Jumlah 9.507.070.625,38 5.794.564.557,75 60,95 

 

Kurang efektif 

 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, data diolah. 

Penghitungan efektivitas dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan potensi 

yang dilakukan untuk periode tahun 2009-2013 pada tabel 5 diperoleh hasil rata-rata sebesar 60,95 

persen. Efektivitas realisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 termasuk dalam kategori tidak efektif sesuai dengan standarisasi yang 

ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, artinya kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik 

dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan memanfaatkan 

potensi pajak yang ada “tidak efektif”. Hasil penilaian kinerja yang kurang maksimal dikarenakan 

Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menggunakan perbandingan target dan realisasi saja. Dan 

penetapan target pada tahun berikutnya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. maka ditarik 

kesimpulan bahwa penetapan target bukan berdasarkan potensi namun berdasarkan realisasi tahun 

sebelumnya. 

 

 



Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak  Mineral Bukan 

Logam dan Batuan dengan Analisis SWOT 

Untuk mengetahui langkah-langkah atau strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan 

analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman atau hambatan(threats) yang terdapat pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik khususnya yang 

berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan 

batuan Kabupaten Gresik. Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian 

terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman  merupakan aspek penilaian dari faktor 

eksternal. 

Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk mengetahui posisi organisasi yang sesungguhnya. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari pengamatan, berikut merupakan faktor-faktor SWOT Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan di Kabupaten Gresik. Untuk lebih jelasnya faktor kekuatan (strengths) dan faktor 

kelemahan (weaknesses) dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5:Faktor Strategis Internal  Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 

Kabupaten Gresik. 

No Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor 

1. Kekuatan (Strengths)    

a. Adanya Peraturan Daerah 0,25 2 0,50 

b. Upah pungut/Insentif 

Pemungutan Pajak 
0,20 2 0,40 

c. Adanya harga standar 0,25 2 0,50 

d. Adanya tenaga kerja pencatat 

(Checker) 
0,30 3 0,90 

 Jumlah   2,30 

2. Kelemahan (Weaknesses)    

a. Penetapan target 0,25 3 0,75 

b. Kesadaran Wajib Pajak 0,25 2 0,50 

c. Kegiatan Sosialisasi 0,25 3 0,75 

d. Pengawasan dan Penegakan 

Hukum 
0,25 2 0,50 

 Jumlah   2,50 

Sumber: Hasil Wawancara dengan DPPKAD Kabupaten Gresik, 2014 (data diolah). 

Untuk lebih jelasnya faktor peluang (opportunities) dan faktor hambatan/ancaman 

(threats) dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6:Faktor Strategis Eksternal Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 

Kabupaten Gresik. 

No Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor 

3. Peluang(Opportunities)    

a. Potensi Pajak 0,25 2 0,50 

b. Kekuatan Hukum/ Dasar 

Pemungutan 
0,25 2 0,50 

c. Prospek Tinggi 0,30 4 1,20 

d. Harga Pasar 0,20 2 0,40 

 Jumlah   2,60 

4. Hambatan/Ancaman(Threats)    

a. Kejujuran Wajib Pajak 0,25 3 0,75 

b. Lemahnya Sistem Pengawasan 0,25 2 0,50 

c. Pelaporan hasil eksploitasi 0,30 2 0,60 

d. Adanya Pungutan Selain Pajak 0,20 2 0,40 

 Jumlah   2,25 

Sumber: Hasil Wawancara dengan DPPKAD Kabupaten Gresik, 2014 (data diolah). 

 



Berdasarkan penilaian tersebut dapat dihitung koordinat sumbu X (sumbu horizontal) dan 

sumbu Y (sumbu vertikal), yang juga menunjukkan posisi DPPKAD Kabupaten Gresik dalam 

mengelola pajak mineral bukan logam dan batuan. 

1. Sumbu X = nilai kekuatan – nilaikelemahan = 2,30 - 2,50 = - 0,20 

2. Sumbu Y = nilai peluang – nilai ancaman= 2,60 – 2,25 = 0,35 

Dari perhitungan nilai koordinat pada sumbu X dan sumbu Y di atas dapat dipetakan 

posisi DPPKAD Kabupaten Gresik pada kuadran 3 (peluang/ opportunities dan 

kelemahan/weaknesses). Keadaan ini memperlihatkan bahwa DPPKAD Kabupaten Gresik 

mempunyai peluang yang cukup besar tetapi di lain pihak juga mengahadapi beberapa kelemahan 

internal. Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah 

strategi WO. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara 

memanfaatkan peluang eksternal. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, strategi atau upaya yang harus dilakukan oleh 

DPPKAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak mineral bukan 

logam dan batuan dapat dilakukan dengan cara : 

1. Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat 

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan masih jarang diberikan oleh DPPKAD 

kepada wajib pajak, padahal pengetahuan wajib pajak masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat 

dengan masih banyaknya penambang yang tidak mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP).  

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kelemahan 

yang harus dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Gresik. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan 

mengintensifkan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak baik secara formal maupun 

informal. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah 

kecamatan/kelurahan. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Haris, staf DPPKAD disimpulkan bahwa kegiatan 

sosialisasi baru dilakukan akhir-akhir ini dan hanya diikuti oleh pengusaha yang aktif. Sosialisasi 

ini terkait dengan adanya perubahan harga standar beberapa komponen bahan mineral bukan 

logam dan batuan. Sosialisasi peraturan daerah dapat dilakukan dengan penyampaian langsung 

kepada masyarakat ataupun melalui pemasangan selebaran, media elektronik dan internet. Dengan 

adanya sosialisasi, masyarakat akan mengetahui secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan 

penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat. 

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Pengawasan ditujukan kepada petugas pajak  maupun wajib pajak. Pengawasan dilakukan 

dilakukan untuk mengetahui apakah petugas pajak sudah menjalankan tugas yang sudah diberikan. 

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan absen sebelum dan sesudah ke lapangan serta pembuatan 

laporan data hasil tonase eksploitasi yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Pengawasan kepada wajib pajak juga dilakukan untuk meningkatkan keakuratan data 

laporan hasil tonase yang di eksploitasi. Selain itu, adanya tindakan tegas atau sanksi terhadap 

penambang yang masih mempunyai tunggakan pajak. Dalam hal ini kerjasama antara DPPKAD 

dan  Satpol PP dalam hal penagihan pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan banyak 

lebih ditingkatkan sehingga terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.Untuk mencegah kelalaian 

wajib pajak seperti lupa mebayar pajak, ketika pajak yang dibayar akan jatuh tempo, sebaiknya 

wajib pajak dihubingi melalui SMS atau telepon. 

3. Penetapatan Target 

Penetapan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan 

pada potensi yang ada . Tetapi DPPKAD dalam menetapkan target pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), hanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya sehingga belum 

mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal ini berdampak pada upaya pencapaiannya yang 

cenderung hanya untuk memenuhi target yang ditetapkan dan bukan pada potensi yang ada. 

Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik sangatlah 

potensial sehingga dalam menentukan target sebaiknya didasarkan potensi yang sebenarnya. 

Penetapan target yang sesuai dengan potensi maka akan berdampak pada realisasi penerimaan 

yang cenderung meningkat. 

4. Meningkatkan pembangunan 

Peningkatan pembangunan yang dilakukan baik dengan cara meningkatkan investasi yang 

masuk. Peningkatan pembangunan akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan akan bahan 



mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, pemerintah sebagai institusi publik diharapkan dapat 

meningkatkan pembangunan infrastruktur di jalan lokasi penambangan sehingga wajib pajak akan 

merasa ikut membangun serta merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah 

Daerah. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai potensi 

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten 

Gresik tahun 2009-2013 terlihat bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terus 

mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaa DPPKAD kecuali pada tahun 2013. 

Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak pada tahun 2013 dalam melakukan perijinan belum 

sampai tahap eksplorasi. 

2. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 2009-2013 

berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas pajak mineral 

bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali 

di tahun 2013 sangat efektif. Dalam penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan, 

DPPKAD hanya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya tidak sesuai dengan potensi yang 

ada sehingga tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi 

penerimaan menunjukkan kurang efektif. 

3. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, strategi yang 

harus dilakukan oleh DPPKAD guna meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan 

hukum kepada petugas pajak dan wajib pajak, penetapan target sesuai dengan potensi yang 

sebenarnya dan meningkatkan pembangunan. 

 

 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya DPPKAD Kabupaten Gresik sebaiknya 

memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Penanaman Modal dan 

Perijinan dan Bagian Sumber Daya Alam untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek 

pajak, wajib pajak, dan objek pajak serta masa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga waktu 

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan jelas. 

2. Sosialisasi Perda terkait pajak mineral bukan logam dan batuan tidak hanya pada pengusaha 

tambang yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja 

sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini 

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak mineral bukan 

logam dan batuan, bagaimana proses perijinan dan mekanisme pembayaran pajaknya sehingga 

akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jangka waktu penelitian dan memperluas 

ruang lingkup/permasalahan penelitian. Untuk perhitungan potensi, peneliti sebaiknya 

menggunakan data tonase dari lapangan (data primer). 
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